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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak
sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan
sebagai kejahatan yang.pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Di
pemerintahan mempunyai aparat pengawasan _intern-pemerintah atau APIP yang
salah satu instansinya yaitu Inspektorat, seperti dikatakan pada Pasal 1 Angka 5
Peraturan~Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian
Interen pemerintah, yang mana inspektorat ini bertugas dalam pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan di.daerah,-yang mana inspektorat menjamin agar
kinerja pemerintahan berjalan-sesuai dengan peraturan, karena Inspektorat adalah
lembaga pemerintahan yang melakukan tugas di bidang pemeriksaan dan bidang
pengawasan. .sehingga menjadi satu pencegahan dan pengawasan tindak pidana
korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :
pertama, Bagaimanakah Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Inspektorat di
Kabupaten Siak ? kedua, Apasajakah Faktor Penghambat didalam Pencegahan
Tindak Pidana-Korupsi oleh Inspektorat Kabupaten Siak ? ketiga, Bagaimanakah
Upaya dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
oleh Inspektorat di Kabupaten Siak ?

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis
Observational Research dengan cara survey. Penelitian ini dilakukan dengan cara
mengambil sampel dari satu_populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat
pengumpul data yang pokok. Metede penarikan:kesimpulan yang penulis gunakan
dari data yang diperoleh baik dari hasil"-wawancara maupun studi kepustakaan
diolah atau dianalisis dengan metode kualitatif artinya menguraikan data yang
diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif.

Dari hasil "penelitian masalah, ada tiga hal pokok yang yang dapat
disimpulkan, yaitu, Pertama tentang Pengawasan Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi Oleh Inspektorat ‘Daerah Kabupaten. Siak dengan menitikberatkan
terhadap penguatan independensi. Inspektorat: Daerah, meningkatkan Sumber
Daya Manusia yang ada dilingkungan-inspektorat Daerah Kabupaten Siak. Kedua,
mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten
Siak baik secara Internal struktural maupun eksternal struktural, seperti
kedudukan Inspektorat Daerah yang Masih berada dibawah Kepala Daerah,
keterbatasan anggaran dan keterbatasan kendaraan operasional, dan terbatasnya
sumber daya manusia atau auditor. Ketiga, yaitu tentang upaya-upaya dalam
mengatasi hambatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak
yang dapat meminimalisir kendala-kendala yang ada.

Kata Kunci : Pencegahan- Korupsi — Inspektorat kabupaten Siak

vii



ABSTRACT

Corruption that has been happening in a widespread manner, not only
detrimental to the financial state, but it is also a violation of the rights of social
and broader economic, so corruption is classified as an evil that its eradication
should be done in a remarkable manner. In the government had the surveillance
apparaturs the internal government or APRIP that one.of the officials is
Inspectorate,.as said. in article 1 point 5 of Government Regulation nombor 60
year 2008 On the System of Internal Control of Central Government, where
inspectorate Is in charge of the supervision of governance in the region, where the
inspectorate to ensure thath thec«performancesthe government run in accordance
with the regulations, because the inspectorate /is7a. government agency that
performs task in the field of inspection and field supervision. So it becomes one of
prevention and supervision of corruption to achieve good governance, free from
corruption, collusion, and nepotism.

The formulation of the problem used in the writing of this thesis is :

First, how can the prevention of corruption by the inspectorate in the District of
Siak ? second, what are the inhibiting factors in the prevention of corruption by
the inspectorat inte District of Siak ? third, how is_the efford to evercome the
barriers in the prevention of criminal acts of corruption by the Siak’s District ?

The type of research used in this study is a type of observational research by
means of survey. This research.done with taking.sample from one population and
using interviews as a data collection tool which is the principal. The method of
drawing conclucions that the authors use of the data obtained both from
interviews and the literature, Study are processed or analyzed by a quantitave
method that describes the data” obtained:in the~form of the.sentences is regular,
logical, and effective.

Form the results of the research problem, there are three main things that
can be concluded, that the first of the supervision of corruption prevention by the
regional inspectorate regency of siak by focusing on_the strengthening of the
independence of the inspectorate of the area, improve the existing human
resources in the environmental inspectorate of.the regional District of Siak.
Second, regarding the obstacles encountered.by the inspectorate of regency of siak
both internal structural and external structural, such as the position of the regional
inspectorate who are still under the head of the region, budget constraints and
limited operatonal costs and limited human resources, namely the auditor. Third,
which is is about the efforts to overcome the obstacles conducted by the
inspectorate of the regional dstrict of siak, which can minimize the constraints that
exist.

Keywords : Prevention of Corruption — Corruption — the inspectorate of
Siak’s Regency

viii
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DAFTAR SINGKATAN

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBK : Anggaran P an dan Belanja Kamp

APIP : Ap m“\ R\'@W&\“ ...

MTI : Masyarakat Transparansi Indone
Mou : Memorendum Of Understanding

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

PKPT : Program Kerja Pengawasan Tahunan

PMPD : Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa
PP : Peraturan Pemerintah

SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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SDM : Sumber Daya Manusia
SEKDA : Sekretaris Daerah

SIMKUDES : Sistem Informasi Manajemen Administrsi Dan Keuangan Desa
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BAB |

PENDAHULUAN

lemahnya citra

bentuk ketidak

seseorang atau kelompok de cara penggelapan uang yang berdampak
merugikan negara dan korporasi (Badan Hukum).*’
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

**Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 3.
$"Marwan Effendy, Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya,
Referensi, Jakarta, 2013, him.17
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terdapat 30 jenis korupsi yang dijabarkan dalam 13 pasal, Korupsi

dikelompokan menjadi tujuh kelompok yakni :

1. Merugikan Keuangan Negara (Pasal 2 ayat (1));

Pada Pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa : Yang dimaksud dengan
gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi
pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, akomodasi perjalanan wisata, kado,

pengobatan cuma-cuma dan fasilitas-fasilitas lainnya. Gratifikasi yang
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baik diterima di dalam negri maupun di luar negri dan yang menggunakan

dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.*

Korupsi yang terjadi di Indonesia ibarat warisan haram tanpa surat

nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu :

1) Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan

hukum;

% Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 ayat (1) hurufb
% Surachmin, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 144-145
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2) Pegawai negri yang meliputi, pegawai negri yang dimaksud
dalam undang-undang tentang kepegawaian, dan pegawai negri

yang dimaksud dalam KUHP, yang menerima gaji dari keuangan

n Rakyat telah

an tindak pidana
1999 tentang

ang Nomor 20

memutuskan suatu perkara.**

Di pemerintahan juga mempunyai suatu Instansi yaitu Inspektorat,
yang mana Inspektorat ini bertugas dalam pencegahan dan pengawasan
tindak pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Inspektorat yaitu lembaga

“0 Gatot Supramono, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Alumni, Bandung , 1994,
him.117
*! https://www.Scholar.Unand.ac.id, diakses pada tanggal : 20 juni 2018



pemerintahan yang melakukan tugas di bidang pemeriksaan dan bidang
pengawasan. Setiap Pemerintah Otonom memiliki badan pengendalian
pengawasan disegala bidang, dulu dikenal dengan Banwasda (Badan
Pengawas.«Daerah), kemudian berubah  menjadi “ltwilkab (Inspektorat
Wilayah Kabupaten), sekarang menjadi Inspektorat saja. Inspektorat
memiliki peran dan posisi'yang sangat,strategis baik ditinjau dari aspek
fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi.*?
Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai
kedudukan yang setara dengan fungsi. perencanaan atau fungsi
pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian Visi misi dan program-
program* pemerintah, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai
pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.-Inspektorat dalam
pencegahan dan pengawasan tindak pidana dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat
dilihat dari tugas Inspektorat, yaitu Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang .organisasi Perangkat Daerah, yakni
“Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan
urusan pemerintahan desa.” Inspektorat ini mempunyai batas kewenangan

dalam melakukan tugas dan fungsinya, dimana batas dan kewenangan

“2 Ibnu Santoso, Memburu Tikus-tikus Otonom, Gava Media, Jakarta, 2011, him.59.
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Inspektorat itu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat itu
sendiri.®?

Batas kewenangan Inspektorat adalah melakukan pengawasan

ota baik itu masalah

an Tindak Pidana

a lebih ekstra dan

Adapun tugas dari lembaga pengawasan tidak hanya sekedar
mengawasi, mengoreksi juga memperbaiki kesalahan akan tetapi lebih
kepada meminta pertanggung jawaban yang melakukan kesalahan. Selain

itu kesalahan haruslah ditebus dengan sanksi atau hukuman, dan apabila

“3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal
12 ayat (1)

*Asrul, “Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi Dalam Good
Governance Dan Pemberantasan korupsi”. Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, him.33.

“ https://www.lampost.co.id diakses pada tanggal : 20 Juli 2018


https://www.lampost.co.id/

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

telah memenuhi unsur tindak pidana maka harus diproses oleh aparat
penegak hukum, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan orang

lain yang akan melakukan hal yang sama akan berfikir seribu kali sebelum

vaga lain yang
| di Indonesia,

erintah (APIP),

keuangan negara yang meliputi kegiatan bersifat lintas sektoral,
kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan
oleh mentri, kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden

langsung.
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b. Inspektorat Jendral;
Inspektorat jendral atau nama lain yang secara fungsional

melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan

ang be ab langsung kepada

“\‘\E“‘ .Qa elakukan
f ‘5 rangka

negara atau

atan dan belanja

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang hanya
bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.

Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang menjerat pejabat
pemerintah di kabupaten siak, disinyalir diakibatkan oleh kurangnya
pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Interen Pemerintah

(APIP), selain itu tingginya gaya hidup dan tuntutan hidup yang di emban
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oleh pejabat pemerintahan yang tersandung kasus korupsi di Kabupaten
Siak, sehingga para pejabat pemerintahan tersebut tidak lagi

mengedepankan asas Good Governance atau asas pemerintahan yang baik.

ikalangan pemerintah

n%“‘ .e@‘ i berikut :

d quwmim : 7 Pendidikan

program E

QRN g
3

ada Pemerintah

AL £

Keuangan Desa (SIMKUDES), dan pada tanggal 31 Mei 2017
kepala dinas PMPD yang berinisial AR ditetapkan Tersangka.

c. Penghulu Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau. Asril
Amran didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus

percetakan sawah seluas 170Ha itu merugikan negara sebanyak

Rp.450,4 Juta, sedangkan anggaran bansos pencetakan sawah itu
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sekitar Rp. 2 milyar. Ketika ditahan AA tidak sendirian

melainkan bersama salah seorang ASN pada penyuluhan

pertanian di Dinas Holtikultura Siak, yaitu Subhan Arief pada

(Good Governance). Hal terpenting yang perlu dilakukan terkait dengan
kinerja birokrasi pemerintahan adalah bagaimana mengurangi dan
menghilangkan penyelahgunaan kewenangan dalam birokrasi serta

bagaimana menciptakan birokrasi dan budaya kerja yang baik.*

* Azam Awang dan Mendra Wijaya, Ekologi Pemerintahan, Alaf Riau, Pekanbaru, 2012,
HIm.50

10
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Selain itu, tindak pidana korupsi di kabupaten siak berupa
penyalahgunaan anggaran, baik itu anggaran desa, anggaran pendapatan

kampung, penyelewengan pengadaan barang dari dana alokasi, dan dana

Tindak Pidana Korupsi'C 2ktorat di Kabupaten Siak ?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui tentang bagaimanakah pencegahan tindak
pidana korupsi oleh inspektorat di kabupaten siak.
b. Untuk mengetahui hambatan didalam pencegahan tindak pidana

korupsi oleh inspektorat di kabupaten siak.

11
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c. Untuk mengetahui upaya didalam mengatasi hambatan terhadap

pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat di kabupaten

siak.

~ 5
erhare t memberikan

rencana yang telah ditetapkan. Selain itu pengawasan merupakan fungsi
manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang
dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan perbaikan
dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa yang telah

dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar®’.

*’ https://repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 14 Juli 2018
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Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang
diberikan.”® Menurut S.P. Siagian pengawasan adalah merupakan langkah
sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting
dikatakan.demikian karena melalui_pengawasan diteliti apakah hal yang
tercantum dalam melaksanakan dengan baik atau tidak.

Untuk menjamin. agar 'semua: pekerjaan yang telah diberikan oleh
pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana,
maka -seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk
memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, =~ mengemudikan
organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan
yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju
sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan.*®

Melaksanakan pengawasan pada .umumnya bertujuan agar yang
berada dibawah atau pengikut dapat bekerja sama dengan baik, sasaran
dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan
dan menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera
melakukan tindakan kerektif. terhadap  penyimpangan-penyimpangan
tersebut. Proses pengawasan dari pelaksanaan seluruh organisasi bertujuan
untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai,

mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap

*8 Sondang P. Siagian, Teori & Praktek Kepemimpinan, Rieneka Cipta, Jakarta: 2003, him.112
* Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, Rajawali Pers, Jakarta : 2011,him.81
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bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara
structural, yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Sedangkan indikator pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut :

ke setiap

pekerjaannya

proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima.™

Pengawasan itu sangat penting sekali untuk terlaksananya kebijakan

pemerintah, yang mana pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin :
a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh

pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

%% |bid.,hIm.153.
*! Nanang Fattah, Landasan Manajemen, Remaja Rosdakarya, Bandung : 2004. HIm.102
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b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, terbilang
tidak sesuai dengan fungsinya, dan.berjalan secara.lamban. Banyaknya
masalah-masalah dan problema-problema yang diakibatkan oleh lemahnya
pengawasan. Salah satu-yang /paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa
dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Hal ini disebabkan oleh
semakin lama semakin sulit diatasinya tindak pidana korupsi.

Pemerintah Indonesia pada hakikatnya tidak hanya tinggal diam dalam
mengatasi praktek-praktek tindak pidana korupsi. Berbagai upaya yang
dilakukan pemerintah melalui kebijakan baik berupa peraturan perundang-
undangan, maupun membentuk lembaga-lembaga yang berhubungan
langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu
sendiri, seperti : Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
(KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Upaya pencegahan praktek korupsi juga dilakukan di lingkungan
eksekutif atau penyelenggara“ negara, dimana masing-masing instansi
memiliki Internal Control Unit (unit pengawas dan pengendali dalam
instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi inspektorat mengawasi dan
memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansi masing-
masing, terutama pengelolaan keuangan negara, dan agar kegiatan

pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu : Badan

%2 C.S.T Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta : 2002, him.12
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Pengawasan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan

Pembangunan.*®

Selain lembaga internal dan eksternal, lembaga swadaya masyarakat

Pengawasan dari segi obyek ialah pengawasan terhadap produksi,
keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Adajuga yang
mengatakan dari segi obyek merupakan pengawasan dari segi
administrasi dan operatif.

3. Subyek

> Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Gramedia, Jakarta: 1991
him.15
> Ibid., him.16
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Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan interen dan

eksteren.>®

Adapun landasan hukum bagi Inskpektorat di Kabupaten Siak adalah

dapat melaksanakan tanggung jawabnya tersebut dengan sebaik mungkin.
Sistem operasional dan prosedur yang berlaku dapat mengontrol kinerja
mereka, sehingga jika melakukan kesalahan dan penyimpangan dapat
langsung diketahui. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun

arahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

*® Herijuto, Dasar-dasar Manajemen, Grasindo, Jakarta, 2001, him.242
*® Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 217
> lyaul Ulum, Audit Sektor Republik, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, him.129
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2. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

hukum pidana

Ana substantive

Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat

penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang

lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
2. Full Enforcement, setelah ruang lingkup pidana yang bersifat total

tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan

%8 Shant Dellyana, Konsep penegakan Hukum, Liberty. Yogyakarta, 1988, him.37
> 1bid., him. 39.
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hukum ini para penegak hukum diharapkan bekerja dengan
maksimal.

3. Actual Enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement

enegakan hukum
ana (criminal law
l berupa aparat

lembaga

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif
(administrative system) yang mencakup interaksi antara berbagai

aparatur penegakan hukum yang merupakan sub sistem peradilan.

% Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, him.5
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3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system),
dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula

diperhitungkan sebagai perspektif pemikiran yang ada dalam

menurut

maintenance,karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya
merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola
perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

®15perjano soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him.42
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Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak
hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik,

tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu,

gakan hukum adalah

ertujuan untuk

Setiap warga

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering
membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut soejono
soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan
masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti
bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan
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demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang

harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

penanganan

penyelenggara

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk mengetahui apakah
materi laporan pengaduan masyarakat tersebut berindikasi korupsi atau
administrasi.®

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan upaya-upaya

untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. menurut wakil ketua

%2 https://www.Kemendagri.go.id, diakses pada tanggal 15 Juli 2019
% https://www.kemendagri.go.id, diakses pada tanggal 15 Juli 2018
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KPK Laode M Syarif ada empat hal utama yang dilakukan oleh KPK
untuk pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, upaya perbaikan dalam pengadaan barang dan jasa di

. Menurut

dikontrol.

persatu.®*

E. Konsep Operasional
Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi

yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

1. Pencegahan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pencegahan

adalah suatu proses, cara, atau tindakan mencegah agar sesuatu tidak

% https://www.Kompasnasional.com, diakses pada tanggal 15 Juli 2018
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terjadi. Dengan demikian juga dapat diartikan pencegahan merupakan

tindakan sebelum terjadinya sesuatu.®

2. Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang
bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum

tertentu, dengan jalan menganalisanya. Di samping itu, juga diadakan

% Husnaini Usman, Sistem Pengawasan Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, him.40

®® Rusli Effendy dkk, Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Binacipta, Jakarta, 1986, him.2

%7 pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

% https://www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 10 Juli 2018
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pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.®®

3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Siak,
Khususnya pada inspektorat Kabupaten Siak. Alasan pemilihan lokasi
tersebut adalah untuk mengetahui problematika pencegahan tindak

pidana korupsi oleh inspektorat Kabupaten Siak. Informasi mengenai

% Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Pres, Jakarta, 1981, him.43
" program Pasca Sarjana Universits Islam Riau, Pedoman Penulisan Tesis Program Magister
IImu Hukum, PPS UIR, Pekanbaru, 2015, him.11
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pencegahan tindak pidana korupsi oleh inspektorat Kabupaten Siak

diharapkan bermuara pada ditemukannya solusi guna mengatasi

kendala pencegahan tindak pidana korupsi oleh Inspektorat Kabupaten
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Tabel 1.1

Responden Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh

Inspektorat di Kabupaten Siak

Keterangan

Sensus

Sensus

Sensus

Sensus

Sensus

Sensus

100%

diperoleh |3 ng dari pa asponden dengan menggunakan
wawancara.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang penulis dapat secara tidak
langsung, melainkan diperoleh dari buku-buku dan literatur-

literatur hukum pidana, peraturan perundang-undangan, pendapat
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para ahli, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian

ini.

6. Alat Pengumpulan Data

hal-hal yang bersifat khusus.
8. Metoda Penarikan Kesimpulan.

Adapun selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan

dengan metode deduktif yang artinya menarik kesimpulan dari hal-hal

yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

ang dan Jusuf
k mengetahui
ketentuan dan
an, pengertian

eluruh kegiatan

apat diketahui sampai dimana
penyimpangan,  penyalahgunaan,  kebocoran dan  pemborosan,
penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi,
keselurahan makna dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa

yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan

' Victor M. Situmorang, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan
Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, him.7

"2 Ibnu Kencana Syafii da Djamaludin Tandjung, Ilmu Administrasi Publik, Rieneka
Cipta, Jakrta, 1999, him.21
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sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standard dan ukuran tentang

hasil yang ingin dicapai.

Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat

Rencana tanpa
A penyimpangan-

ada alat untuk

Pengawasan administrasi adalah pengawasan suatu rencana organisasi dan
semua cara serta prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berhubungan
dengan efisien usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan serta

laporan keuangan yang dapat dipercaya.”*

" https://www.negarahukum.com, Diakses pada tanggal 22 Juli 2018
™ https://www.fekon.Ui.ac.id, diakses pada tanggal 21 Juli 2018
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Pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari
perencanaan kegiatan, pelaksanaan pengawasan kegiatan sampai dengan

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tersebut,

dengan rencana

masyarakat terhadap kepemimpinan
organisasi (pemerintah).”
Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa

setiap pegawai yang bertanggung jawab terhadap fungsinya dapat

melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol

"> Raharjo Adisasmita, Pengelolaan, Pendapatan & Anggaran Daerah, Graha llmu,
Yogyakarta, 2011, him.15
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dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat
disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan

tindakan korektif ataupun arahan kepada ketentuan yang berlaku.

D)

‘-;
‘.'m
ﬁ.

o
@D

. g\’%\‘ﬁ\‘?‘“

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda
“Straftbar feit” sedangkan dalam bahasa latin dipakai istilah “Delict”
atau “Delictum” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “Delik”.
Adapun pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah sebagai

berikut:"®

’® Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2003, him.54
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“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan
tersebut dapat juga dikatakan bahwa larangan
ditunjukan pada perbuatans.yang oleh suatu aturan
dilarang _dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana
itu diingat bahwa larangan ditunjukan pada perbuatan.
(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan
oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).”

Dari _pengertian tersebut dapat ‘dipahami bahwa tindak pidana
merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang
mempunyai sanksi pidana. kata perbuatan dalam pengertian tersebut
mengandung arti suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh
orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan pidana menurut R« Soesilo berarti hukuman, yaitu
suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim
dengan vonis kepada arang yang melanggar Undang-Undang hukum
pidana.”” Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pidana adalah hal-hal yang
dipidanakan oleh instansi berkuasa yang dilimpahkan kepada
seorang oknum sebagal hal yang tidak enak dirasakannya dan juga
hal yang sehari-hari dilimpahkan.”

Mengenai rumusan tindak pidana atau straafbaarfeit, ada dua
pandangan yang berbeda yaitu pandangan dualisme dan pandangan

monolisme. Pandangan dualisme yaitu pandangan yang memisahkan

antara perbuatan dengan orang yang melakukan,sedangkan

" R. Soseilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,
Bogor Politeia, Bandung: 1965, him.25.
"8 1bid., him.26.
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pandangan monolisme adalah pandangan yang tidak memisahan

antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur

mengenai diri orangnya.”

r delik sebagai

Ada kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa dan tidak
ada alasan pemaaf;

4. Dapat dipertanggungjawabkan.

" Adami Chazwi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta: 2008, him. 72.

8 1bid,. him.71.

8 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2008,
him.6.
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Menurut J.E Jonkers, tindak pidana adalah perbuatan yang
melawan hukum atau wederechttlijk yang berhubungan dengan

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan orang yang dapat

merumuskan

nya dapat

Menurut Moeljatno ada macam-macam tindak pidana selain
dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga dibedakan dalam
teori dan praktek yang antara lain adalah:*

1. Delik Dolus dan delik Culpa,

% bid., him.75.

8 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta,
1981, him.12.

8 Moeljatno, Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta,
1993, him.24.
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Adapun pada delik dolus dipergunakan adanya kesenjangan
sedangkan pada delik culpa orang juga sudah dapat

dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan.
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dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus.

Berbicara mengenai tindak pidana berkaitan pula dengan
kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan atau kriminalitas merupakan
bagian dari masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan

bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelasnya
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perlu adanya batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan
kejahatan itu.

Adanya kejelasan terkait batasan-batasan tentang kejahatan,
maka® akan' dengan__mudah..membicarakan. unsur-unsur yang
berhubungan dengan kejahatan tersebut. Soerjono. Soekanto
mengutip pendapat: Herman: 'Manheim tentang isitilah kejahatan
sebagai berikut: ®

“Istilah kejahatan pertama-tama harus digunakan dalam
bahasa tekhnis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan
yang secara hukum merupakan kejahatan; kedua,
kelakuan 1tu juka sepenuhnya terbukti adalah kejahatan
dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana
melalui peradilan pidana atau tidak, atau apakah
ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak;
ketiga; keputusan tentang alternatif-alternatif apakah
yang tersedia dan yang digunakan tergantung pada
pertimbangan dalam kasus individual, dan yang
terakhir kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup
penyelidikan ilmiahnya hanya pada pelaku yang secara
hukum merupakan kejahatan disuatu negara pada suatu
waktu tertentu, akan tetapi kriminologi bebas
menggunakan klasifikasi-klasifikasi tertentu.”

Sedangkan menurut Mulyana W. Kusuma dalam bukunya
mengutip pendapat Thorten Stellin tentang pengertian kejahatan
adalah “Pelanggaran norma-norma kelakuan (Conduct Norms) yang
tidak harus terkandung dalam hukum pidana”.®® Berdasarkan

Pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan

bahwa tindak pidana ialah kelakuan individu atau kelompok yang

% Soerjono Soekanto, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghilma Indonesia, Jakarta,
1986, him.27.

% Mulyana W.Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar,
Ghilmia Indonesia, Jakarta, 1986, him.27.
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melanggar hukum dan dapat mengganggu ketentraman dalam
pergaulan hidup yang adil dan aman dalam masyarakat, dan apabila

melanggar akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana agar dapat

4. Adanya Niat;
5. Niat dan perbuatan;

6. Adanya niat jahat;

8 Muhammad Nurul Huda, Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan
pembaharuan hukum Pidana, UIR Press, 2012, Pekanbaru, him.6-7

 Mulyana W.Kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi,
Alumni, Bandung, 1991, him. 4
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7. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang
oleh undang-undang dengan perbuatan atas kehendak sendiri;
8. Hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang;

Oleh_karena itu setiap perbuatan.seseorang yang melanggar, tidak
mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang
pidana disebut dengan.tindak: pidana; batasan-batasan tentang tindak
pidana itu kiranya digunakan untuk dapat menarik kesimpulan yang
menyebutkan bahwa seseorang itu telah melakukan suatu tindak pidana.
hal ini_sesuai dengan pendapat Buchari Said, yang mengatakan bahwa
setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :*

“harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang
dapat mewujudkan tindak pidana. dengan demikian pelaku
atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak
hanya terlihat dari perkataan ‘barang siapa’. Didalam
ketentuan undang-undang pidana perkataan ‘scorang ibu’,
‘seorang ‘doktet’ ), fseorang- hahkoda’ dan lain sebagainya,
juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHP tentang
macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana
penjara, dan sebagainya itu hanya ditunjukan kepada
manusia. Sedangkan diluar KUHP subjek tindak pidana itu
tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang
dilakukan korporasi, seperti-dalam undang-undang tindak
pidana “korupsi, undang-undang tindak pidana lingkungan
hidup, dan sebagainya)”.

Menurut Teguh Prasetyo, untuk dapat merumuskan sebuah tindak
pidana (delik) maka harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi seperti:®
a. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku.

Unsur-unsur yang ada hubungan nya dengan keadaan, yaitu dalam

8 Buchari Said, Ringkasan Pidana Materil, Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Bandung, 2008, him.76.
% Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, him.50.
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keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si

pelaku harus memenuhi unsur yang terdiri dari :

a) Sifat melanggar hukum;

f) Perasaan Takut (vrees).
2) Pengertian dan Istilah Korupsi
Permasalahan korupsi pada zaman sekarang sudah menjadi
rahasia umum. Memasuki abad ke-21, perhatian dan keprihatinan

komunitas internasional terhadap masalah korupsi yang menimpa

°1 Moeljatno, op.cit, him.117.
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berbagai negara berkembang menjadi semakin menguat. Dalam
mengungkap keprihatinan internasional terhadap masalah korupsi,

ada bermacam-macam sebutan atau istilah yang digunakan untuk

tidak lagi

atau  memfitnah

Inggris, yaitu corruption, corrupt, prancis, yaitu corruption, dan
Belanda, yaitu corruptive (korruptie). Dapat dikatakan bahwa dari

bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”.

°2 Elwi Danil, Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali
Pers, Jakarta, 2012, him.61.

% Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 1984, him.7.
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Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang
dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntangan yang

tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain yang secara salah

K mendapatkan suatu

" .ﬁ‘ . dari sudut

sering disebut white collar crime. Selama ini istilah korupsi mengacu
pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal
untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau

golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa

% W.J.S. Poerwodiminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
1976, him.34

% Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011,
him.1.
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korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of
powder) atau kedudukan publik (public official) atau para pegawai

dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakta dengan

orup dari kekuasaan yang
dialihka 3bagai penggunaan secara diam-diam
kekuasaan yang dialihkan berdasrkan wewenang yang
melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan
kemampuan formal dengan merugikan tujuan-tujuan
kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar
atau ggas dalih menggunakan kekuasaan asli itu dengan
sah”.

% \W.J.S. Poerwodiminto, Loc.cit.

" Syeh Husen Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data
Kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1986, him.11.

% Mochtar Lubis dan James C. Scot, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Cetak ke-3
Jakarta, 1995, him.4.
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H.A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi

oleh definisi kekuasaan Van Doorn.*® Dari berbagai definisi korupsi

yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya,

c. Akuntabilitas;

d. Kepentingan Umum;

e. Proporsionalitas'®

* Ibid., him. 5.

1% Ipid., him. 7.

1% Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya,
Rajawali Pers, Jakarta, 2017, him.37.
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Didalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi
pemberantasan Korupsi harus memerhatikan kelima asas-asas

hukum tersebut. Dengan memerhatikan kelima hal itu, maka KPK

kan '} mpat tipe fenomena

Husen Alatas dapat membantu kita memahami makna konseptual
dari korupsi. Syeh Husen Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari
korupsi, yaitu :**

a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;

b. Korupsi biasanya melibatkan keserbarahasiaan;

192 Elwi Danil, Korupsi, Konsep,Tindak Pidana dan pemberantasannya, Media
Perkasa, Yogyakarta, 2011, him.7.
"% Ibid., him. 8.
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c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal

balik;

d. Mereka yang memperhatikan cara-cara korupsi biasanya

dikelompokan kedalam 7 bentuk korupsi diantaranya :
a) Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara
(Pasal 1 dan 3);
b) Korupsi yang terkait dengan suap menyuap (Pasal 5 ayat
(1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat

(2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6
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ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal

12 huruf d);

c) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan

negara dengan kerugian yang ditimbulkan akibat dari korupsi
tersebut. Korupsi sebagaimana dalam pembahasan tersebut diatas
adalah merupakan sebuah penyalahgunaan wewenang ataupun
kekuasaan dari kepentingan publik kepada kepentingan pribadi,
kelompok atau golongan yang dapat merugikan kekayaan negara

ataupun perekonomian negara. Penyalahgunaan wewenang ini
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dapat dapat diperluas bukan hanya dalam lingkup kehidupan
masyarakat seperti lembaga sosial kemsyarakatan.
Terkait penjelasan diatas, Syeh Husen Alatas dalam bukunya

akan bahwa inti dari

\l‘@'

QP

’
o
’
’
’
¢

G

terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-
orang atau hal-hal yang penting baginya;

c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan) adalah suatu bentuk
korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah

terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu

104 Syeh Husen Alatas, op.cit., him. 25.
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jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan
istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada

mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan

&
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7
¢
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=
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©
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diketahui orang lain;
g. Korupsi Defensiv adalah suatu bentuk korupsi yang

dilakukan oleh korban korupsi itu sendiri dalam rangka
mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap

dirinya.
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Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang
dikonsepkan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana

korupsi, ada Sembilan yang meliputi :

ul).
‘f'

‘r
’
54
P
g .
'y

kejahatan luar biasa ini juga harus diawasi, agar kita semua dapat

mencegahnya.

105 Rodliyah dan Salim, op.cit, him.39.
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Tinjauan Umum Mengenai Inspektorat
1) Profil Inspektorat kabupaten Siak

Inspektorat Daerah adalah merupakan suatu lembaga dengan

ernal dalam arti luas

mor 7 Tahun 2008
an bahwa :

oleh Seorang
di bawah dan

ti, yang secara
dari sekretaris

Fa
\ Yo
#.‘

Untuk diketahui, 1

L\ Y

ern kementrian/Lembaga ataupun
pemerintah daerah dilakukan oleh APIP. APIP sendiri terdari dari
Inspektorat Jendral Kementrian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah
non Kementrian, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), Inspektorat Provinsi, serta inspektorat kabupaten/kota.

198 https://nasional.sindonews.com, diakses pada tanggal 24 Juli 2018
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Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala daerah wajib melaksanakan

unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh inspektur yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris

daerah.

2) Tugas Pokok Inspektorat Siak
Inspektorat bertugas dalam pencegahan dan pengawasan tindak

pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari
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korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang mana dapat dilihat dari tugas

inspektorat, yaitu Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yakni :*%’

penilaian tugas
pengawasan;

4. Pelaksanaan urusan tata usaha inspektorat

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

3) Visi dan Misi Inspektorat Siak

197 | pnu Santoso, Memburu tikus-tikus Otonom, Gava Media, Jakarta, 2011, hIm.59
108 .
Ibid., hal. 60
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Visi merupakan suatu gambaran keadaan masa depan yang

diinginkan dalam jangka panjang, visi meliputi cara pandang jauh

kedepan kemana organisasi/lembaga harus dibawa agar tetap eksis,

K mengarahkan
ngga  dapat
tuk mencapai

ektorat kabupaten

4) Tujuan dan Sasaran Inspektorat Siak
Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan atau suatu
keadaan masa depan yang akan dicapai, yang meliputi : kebutuhan
dasar, keinginan dan kebutuhan individu. Tujuan harus merupakan

cerminan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang

1% http://inspektorat.siakkab.go.id, diakses pada tanggal 22 Juli 2019
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diidam-idamkan (visi) menjadi kenyataan. Adapun tujuan dari

inspektorat Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang Profesional ;

<
D
~
c
=
D
—_
o
[}
>

“‘g

) memadai;

dapat dicapai

njadi pedoman

RS L L))

mpatan sumber

Pengendalian  Intern

Pemerintah (SPIP) guna mendukung reformasi birokrasi;

3. Tersedianya sistem informasi dan data hasil pengawasan yang
akurat;

4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur
pengawasan yang berwawasan Iptek guna menunjang mutu hasil

pembinaan dan pengawasan;
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5. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik.**°

Selain itu sasaran inspektorat siak juga mengarah kepada

meningkatkan ketaatan, efektivitas, dan efisiensi, pengamanan atas aset

selaporan keuan ] dalam pengelolaan

\ “‘%“\ .$$ ber Daya
ada ISZIQQM ap ‘ an, karena

emadai pada
ang ahli pada

erjadi didalam

ri dari beberapa

sebagai berikut

119 Hasil Wawancara kepada bapak Irwan Saputra S.sos,. M.Si selaku sekretaris
Inspektorat Kabupaten Siak, Pada tanggal 5 Desember 2019
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas
pengawasan urusan pemerintah baik itu di lingkungan Inspektorat
Provinsi, Inspektorat Kota atau Kabupaten, inspektorat daerah mempunyai
fungsi dalam mengawasi dan memeriksa tugas pemerintah yaitu sebagai

berikut:**!

1 https://www. Inspektorat.Kaltimprov.go .id, diakses pada tanggal 15 Mei 2019
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a. Perencanaan program pengawasan;
b. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007

nentrian Dalam Negri

S ) .

an di daerah
engan menyusun

ungan dalam

esa dengan ruang

dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan
pelaksanaan. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk
meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam menjalankan juga

melakukan tugas-tugas umum pada pemerintahan dan pembangunan demi

141 peraturan Mentri Dalam Negri No.64 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan di
Lingkungan Kementrian Dalam Negri dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
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terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance).**?

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan

A

oleh orang atau

AL

prganisasi - yang

pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit
pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam

hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang

142 https://www.Justitia.Law. Firm&co.id, diakses pada tanggal 17 Mei 2019
3 https://Limapuluhkotakab.go.id, diakses pada tanggal 17 mei 2019
" https://www. Inspektorat.pinrangkab.go.id, diakses pada tanggal 17 mei 2019
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merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh

kekuasaan manapun.

b) Pengawasan Preventif dan Represif

pengawasan yang

al ini berbeda

d)

pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai

b

negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan
pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara

dapat berjalan sebagaimana direncanakan.
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Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya

penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat

dilakukan adalah:

“Daerah” (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah
terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut

tidak terulang di masa yang akan datang.'*

> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Faly Wurendarasto MSi, Inspektur Inspektorat
Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018, Bertempat di Kantor Inspektorat

Kabupaten Siak.
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Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan good
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah

Kiprah institusi pengawas daerah. Sehingga masyarakat bertanya

orup, yang

nanya, bahkan

g rakyat dalam

tidak dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan dengan batas waktu
60 (enam puluh hari) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan pengawasan

Pemerintah Daerah.

146 Hasil Wawancara kepada ibu Rina Waroka, Salah Satu Masyarakat yang ada di Desa
Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada tanggal 7 Januari 2019.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2007 tentang
Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2012 pada Point

yerumusan peran dari
‘M\\“ '&e )

an di daerah
:‘5

AU pengawasan

rah kabupaten

a dengan ruang

Kabupaten atau Kota dan Desa, dengan ruang lingkup:

I. Pendampingan/asistensi meliputi:

1.1 Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di
dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kabupaten atau Kota juga pemerintahan Desa;
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1.2 Asistensi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) di lingkungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

147

Kabupaten/Kota.

“\\\

P

Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Siak melakukan gelar
pengawasan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah baik di
kecamatan ataupun desa yang terdapat di Daerah Kabupaten Siak
adalah untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan dana APBD

dan tindak pidana korupsi baik berupa penyalahgunaan dana bantuan

7 Hasil wawancara dengan Ibu Ir.Hj.Zulmariyetti, Inspektur Pembantu Inspektorat
Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018, Bertempat di Kantor Inspektorat
Kabupaten Siak.
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pengelolaan desa, potensi kecurangan pengelolaan aset, dan

sebagainya yang berpotensi besar kearah tindak pidana korupsi di

kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Siak.

intahan, termasuk

Program Kerja pengawasan tahunan yang dijalankan oleh
inspektorat Kabupaten Siak merupakan salah satu langkah dalam
pengawasan tindak pidana korupsi, yang mana di dalam program

kerja pengawasan tahunan itu sendiri berisi tentang uraian dan

%% Hasil wawancara dengan Bapak H.Irwan Saputra S.Sos,M.Si, Sekretaris Inspektorat

Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018, Bertempat di Kantor Inspektorat
Kabupaten Siak.
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jenis kegiatan pengawasan, koordinator pengawasan, sasaran
pengawasan dan jadwal keluaran (output).

Dalam realisasi pelaksanaanya, fungsi pengawasan yang

\\‘e" |
&

wRBNNNY

olen Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP yang
terencana dalam dokumen Program kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.2

149 bid,. Hasil wawancara dengan Bapak H.Irwan Saputra S.Sos,M.Si,
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- Penugasan Audit kinerja, audit investigasi, audit dengan
Audit tujuan tertentu seperti audit pengadaan

barang dan jasa,audit pengelolaan barang

audit

Anggaran

Reviu

bertujuan untuk mereview, memonitoring, serta mengevaluasi,
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan
kerja perangkat daerah di Kabupaen Siak yang didanai dengan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabuapen Siak.

2.2 Pemeriksaan Khusus atau Audit Investigasi
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Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan
mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan

mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan

)u melaporkan
sinya, padahal

um, terungkap

an Inspektorat

dakan (represif)

komitmen pimpinan instansi yaitu menteri/pimpinan lembaga atau
kepala daerah terhadap pemberantasan korupsi menjadi kunci
keberhasilan penindakan korupsi di instansinya.™

Dalam audit investigatif, seorang auditor memulai suatu audit

dengan praduga/indikasi akan adanya kemungkinan kecurangan

150 https :/www.andichairilfurgan.wordpress.com, diakses pada tanggal 15 Juni 2019
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dan kejahatan yang akan diidentifikasi dan diungkap melalui audit
yang akan dilaksanakan. Kondisi tersebut, misalnya, akan

mempengaruhi siapa yang akan diwawancarai terlebih dahulu

an terlebih dahulu.

pengungkapan mengenai:
- What/ Apa yang menjadi masalah indikasi fraud dalam
perusahaan?
- Who/ Siapa yang diduga/ terindikasi melakukan fraud?

- Where/ Dimana indikasi suatu fraud terjadi?

151 Hasil wawancara dengan Bapak Joni Susilo, Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten
Siak pada tanggal 5 Desember 2018
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- When/ Kapan pelaku melakukan fraud tersebut?
- Why/ Mengapa fraud bisa terjadi di perusahaan?

- How (how much)/ Bagaimana fraud bisa terjadi dan berapa

%
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Audit investigasi yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten
Siak juga berupa sidak dadakan atau pemeriksaan secara langsung

tanpa ada pemberitahuan kepada instansi pemerintahan yang ada

‘\\“9

’.
”
r
o
»
'’y
[

pemerintahan di Kabupaten Siak, tetapi juga pemerintahan yang

ada di kecamatan,kelurahan dan desa di Kabupaten Siak.

Audit kinerja dilakukan untuk melakukan penilaian bahwa
target kinerja intansi yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja
(penetapan kinerja) telah tercapai secara efektif, efisien dan
ekonomis, serta mentaati ketentuan perundangan yang berlaku.
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Sebagaimana penugasan audit ketaatan, audit ini juga dilakukan
untuk menilai pertanggungjawaban unit kerja suatu instansi
pemerintahan di Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan ekonomis.

adi beberapa jenis

nya adalah sebagai

Upaya Pemerintah Kabupaten Siak dalam meminimalisir
pratik-praktik korupsi, gratifikasi dan pungutan liar (pungli) terus
dilakukan secara intensif. Mulai dari himbauan hingga
penyempurnaan sistem  pelaporan semakin  ditingkatkan.
Inspektorat Kabupaten Siak mengadakan Sosialisasi Laporan
Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Gratifikasi dan Zona

Integritas sebagai upaya pencegahan korupsi dan pungli di

# Hasil Wawancara dengan Bapak Romi Triandi, Ketua Tim Auditor Muda Inspektorat
Daerah Kabupaten Siak, pada tanggal 5 Desember 2018
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Kabupaten Siak, selain itu untuk memberikan pemahaman kepada
para wajib lapor LHKPN di lingkup pemerintah Kabupaten Siak.
Kegiatan yang dilakukan ini melibatkan 53 Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dilingkup Kabupaten Sjak.

gga penyelenggara

apun dasar hukum

tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan keputusan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/KPK/02/2005
tentang Tata cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan pengumuman

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara.*

# Hasil wawancara dengan Bapak H.Irwan Saputra S.Sos,M.Si, Sekretaris
Inspektorat Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018, Bertempat di
Kantor Inspektorat Kabupaten Siak.

% |bid,. wawancara dengan Bapak H.lrwan Saputra S.Sos,M.Si
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Atas dasar hukum-dasar hukum tersebut, setiap
penyelenggara negara wajib untuk beresedia diperiksa kekayaan
nya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah

menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta

g terjadi selain

barang dan jasa.

lingkungan pemerintahan Kabupaten Siak.
Sebagai APIP, peran Inspektorat Kabupaten Siak sebagai

watchdog sudah ditinggalkan dan berganti dengan paradigma

1 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Faly Wurendarasto MSi, Inspektur
Inspektorat Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018, Bertempat di
Kantor Inspektorat Kabupaten Siak.
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baru vyaitu sebagai Quality Assurance (QA), bagian Early
Warning System (EWS) dan consulting. Sebagai QA, peran

tersebut dilakukan melalui reviu Laporan Keuangan (LK),

ncana Kegiatan dan

M““ ., D keyakinan

lainnya seperti konsultasi dan sosialisasi sebagai pelaksanaan
peran consulting. Konsultasi dilakukan dengan membuka
komunikasi seluas-luasnya bagi obrik dengan masing-masing

Inspektur Pembantu (Irban) sesuai wilayah pembinaannya baik

%2 Hasil Wawancara dengan Bapak Alfarizi, S.Si, Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten
Siak, hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Siak.

77



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah-

masalah yang sedang dihadapi oleh obrik.

Sementara itu, apabila obrik menginginkan seluruh

3.3 Sosialisasi Pencegahan Tindak pidana Korupsi
Inspektorat Daerah Kabupaten Siak melaksanakan kegiatan
sosialisasi mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, sosialiasi

pelayanan publik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten

% Hasil Wawancara dengan ibu Ir. Hj. Zulmariyeti selaku Irban wilayah I pada
Tanggal 5 Desember 2018

** Hasil wawancara dengan Bapak Alfarizi S.Si, Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten
Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten
Siak.
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Siak berupa seminar atau himbauan kepada masyarakat.
Himbauan juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya

melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan

Kabupaten Siak.”

Adapun tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah agar para
peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat berhati-hati dalam
mengelola keuangan. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawab sebagai pengelola keuangan tidak terjebak dalam

% Ibid,. Hasil Wawancara dengan Bapak Alfarizi S.Si.
% Hasil wawancara dengan Ibu Ir.Hj. Zulmariyetti, Inspektur Pembantu , Inspektorat
Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember 2018.
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tindak pidana korupsi serta dapat mencegah munculnya perilaku
koruptif. Selain itu, didalam kegiatan sosialisasi ini juga

disampaikan jenis-jenis korupsi yang mungkin secara tidak

siapapun yang
peringatan yang

¢ adalah sebagai

\ ANDA
\ MEMASUKE

Al WILAYATR
\ BERIN ll GRITAS
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Inspektur Kabupaten Siak yaitu Bapak Drs. H. Faly
Wurendarasto MSi, menjelaskan bahwa slogan-slogan anti

korupsi ini dapat ditemukan disetiap instansi pemerintahan

juga bekerja sama

.?&‘ jaksaan, dan

'\\“,é

) )

arga kampung,

abupaten Siak,

AR rRnRNNY

€5

°" Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Faly Wurendarasto MSi, Inspektur Inspektorat
Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018, Bertempat di Kantor Inspektorat

Kabupaten Siak.

81



Dengan adanya transparasi dana kampung ini dapat menjadi
salah satu sarana pencegahan tindakpidana korupsi terhadap dana

kampung, karena adanya keterbukaan terhadap dana masuk dan

ang beserta kegiatan-
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Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak
Didalam pengawasan tindak pidana korupsi, Inspektorat mendapati
hambatan-hambatan yang terjadi, adapaun hambatan-hambatannya sebagai

berikut :
1. Kedudukan Inspektorat Daerah yang Masih Berada dibawah

Kepala Daerah
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Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) punya tugas

melapor ke Kepala Daerah, APIP yang masih berada dibawah

kepala daerah, dinilai kurang efektif. Kepala Inspektorat tentunya

pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota untuk
mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan.

Jika kita lihat lebih dalam lagi, politik hukum pengendalian
internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008

memang bukan untuk memberantas korupsi seperti yang dilakukan

% https://www.Lampost.co.id, diakses pada tanggal 9 Desember 2018
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KPK, tetapi pada model pengendalian dan perbaikan administrasi
pemerintahan yang muaranya adalah good governance. Politik

hukum peraturan pemerintah tersebut berpengaruh terhadap desain

A\ 7
s

SAERARAE
b\ LY

)

Q

inspektorat daerah pangkatnya lebih rendah dari kepala daerah dan
sekretaris daerah (sekda).

"Inspektorat daerah itu pangkatnya di bawah Sekda,
bagaimana ? Kalau Sekda yang berbuat, eh kamu
bawahanku. Apalagi Bupati atau Wali Kota, apalagi teman
sendiri, orang teman masa ditangkap ? Apalagi yang
mempunyai kedudukan yang berjenjang seperti itu."” ujar

% https://www. KuninganKab.go.id, diakses pada tanggal 6 Juli 2019

84



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Tjahjo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
(4/10/2017).%°

karena kedudukan inspektorat daerah yang masih berada

dibawah aladaerah menyebabka ang gerak Inspektorat yang

orupsi, karena

itu sendiri

2. Keterbatasan an Keterbatasan kendaraan

Operasional

Masalah anggaran menjadi sangat kompleks dalam rangka
pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah, ini disebabkan
anggaran yang di plot untuk Inspektorat daerah sering dipotong

ketika masih dalam proses penganggaran di DPRD karena lebih

100 https://www. nasionalkompas.com, diakses pada tanggal 9 Desember 2018
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diutamakannya berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa.'™

Mengenai wilayah kerja yang dicakup oleh Inspektorat sangatlah

luas, sehingga dengan keterbatasan dana, sudah tentu pengawasan

pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Selain keterbatasan anggaran Inspektorat Kabupaten Siak juga
terkendala oleh keterbatasan Kendaraan Operasional. Kurangnya
kendaraan operasional serta kurangnya akomodasi dari pemerintah

daerah, menyebabkan tim pengawas kesulitan dalam melakukan

101 Hasil wawancara dengan Inspektur, dan Inspektur Pembantu di Inspektorat Daerah
Kabupaten Siak, pada tanggal 5 Desember 2018.
192 Mulyadi, Akuntansi Biaya, AMP YKPN, Yogya, 2002, him. 488
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pengawasan apa lagi jika instansi yang diawasi berada di desa-desa,

jauh dari wilayah kantor, karena yang di awasi oleh Inspektorat

termasuk instansi-instansi pemerintahan yang berada disetiap

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia/ Auditor
Hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak
adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), Kekuatan

Personil atau Sumber daya Manusia, baik dalam jumlah atau

198 Hasil Wawancara dengan Ibu Ir.Hj. Zulmariyeti, Inspektur Pembantu Inspektorat
kabupaten Siak, pada hari Rabu 5 Desember 2019, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten
Siak
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kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kemampuan kompetensi
yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi. Kondisi Intitusi inspektorat saat ini dilihat dari

berpengaruh

im pemeriksa

Jsi pengawasan
erah, para auditor

erja satuan kerja

Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih dalam
wawancaranya kepada Raya berita pada tanggal 26 Juli 2018
mengatakan :

“Saat ini baru ada 10.000 tenaga inspektorat di Indonesia.
Padahal, dibutuhkan 46.000 tenaga inspektorat. kekurangan

104 Hasil wawancara dengan Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Siak, pada tanggal 5
Desember 2018
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yang sangat signifikan ini membuat kinerja inspektorat baik

pusat maupun daerah menjadi tidak optimal ”. 105

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang ikut

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, Transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.*®

C. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pencegahan

Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat di Kabupaten Siak

195 https://RayaBerita.wordpress.com, diakses pada tanggal 31 Desember 2018
106 Hasil Wawancara Kepada Bapak Muhammad Rizal, salah seorang Masyarakat yang ada di
Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak pada tanggal 9 Januari 2019
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Masih ~ maraknya tindak pidana  korupsi  di  berbagai

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, inefisiensi pelaksanaan

APBN/D, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan

-

kebiasaan sebe
mana saja agar mendapatkan perhatian yang luas.

Karena itu, harus dilakukan tindakan nyata untuk memperkuat
inspektorat daerah. Cara pertama adalah melakukan restrukturisasi.
Struktur organisasi yang selama ini berada di bawah kepala daerah
lebih menempatkan inspektorat sebagai pembantu kepala daerah,

bukan sebagai pengawas daerah. Memang, seandainya saja kultur
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independen itu melekat pada kepala daerah mungkin struktur
seperti selama ini tidak ada masalah. Namun, realita menunjukkan

bahwa independensi, termasuk untuk diawasi oleh anak buah

aerah. Patut
ang bersifat
ral  Nasional.
lingkungan

inspektorat

aerah. Inspektorat

enjadi institusi

berada dalam posisi sub ordinat dari pimpinan tertinggi di instansi
pemerintah yaitu Bupati. Inspektorat berada di bawah unit baru
yakni Inspektorat Nasional, Bertanggung jawab satu tingkat

diatasnya, seperti Gubernur atau yang bertanggung jawab langsung

"% Hasil Wawancara dengan Ibu Ir.Hj. Zulmariyeti, Inspektur Pembantu Inspektorat kabupaten

Siak, pada hari Rabu 5 Desember 2019, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Siak
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kepada Presiden. Dengan cara seperti itu, inspektorat diyakini bisa
independen dan profesional.

Seringkali Kkita berputar-putar mencari cara untuk menguatkan

akan lembaga
upaya nyata

ide untuk

i), perlu ada

ndang Sistem

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepala daerah.'®

Meski begitu, kita patut mengapresiasi upaya pemerintah yang
tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah. Revisi PP Perangkat Daerah ini

diarahkan pada penguatan dan independensi peran inspektorat

108 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan barang dan Jasa di Daerah dan Berbagai
permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him.96.
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daerah berikut penganggarannya. Upaya ini sebenarnya sudah

dimulai sejak Juli 2017 ketika KPK dan Kemendagri mengirimkan

surat kepada Presiden.’® Dalam surat itu, perlu dilakukan

sehingga mengakibatkan kegiatan pengawasan di Kabupaten Siak
tidak bisa terlaksana secara menyeluruh. Dalam hal ini pemerintah
perlu memberi perhatian lebih dengan meningkatkan anggaran

yang digunakan untuk kegiatan pengawasan, sehingga keseluruhan

199 https://www.Nasional.sindonews.com, diakses pada tanggal 3 Januari 2018
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tugas pengawasan khususnya inspektorat dapat dilaksanakan

dengan maksimal demi mencapai tujuan pemerintah.

Untuk meningkatkan peran sebagai pembina di kabupaten dalam

walaupun saat ini dirasakan tidak cukup, tetapi inspektorat
Kabupaetn Siak mengelola dan meminimalisir aggaran yang ada
tersebut, selain itu untuk kendaraan operasional yang dirasakan
juga kurang, Inspektorat Kabupaten Siak berusaha untuk

menggunakan kendaraan operasional yang ada dengan baik dan

119 Mulyadi, Auditing Edisi 6. Jilid 1, Salemba Empat, Jakarta, 2002, him. 17
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bijaksana serta, menggunakan anggaran yang didapat untuk

menambah kenndaraan operasional dari uang anggaran setelah

kebutuhan pokok dari anggaran tersebut terlaksana.™*

desa-desa,
satu  kendaraan
amatan Koto
wab di Desa
I, pegawai B
Buatan Il akan
ndaraan yang
an operasioanl
ian khusus dari
akan hal itu.

a untuk mobilitas

Selain itu, juga perlu penambahan dana dari pemerintah untuk
kegiatan pengawasan, karena pengawasan merupakan salah salah
satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

111

112

Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Saputra S.Sos, M.Si, Sekretaris Inspektorat Daerah

Kabupaten Siak, pada tanggal 5 Desember 2018.

Ibid,. Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Saputra S.Sos, M.Si.
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3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan pegawai

Inspektorat Kabupaten Siak

Sejalan dengan upaya pemerintah dan amanat undang-undang

ingga pada

SDM petugas pengawasa torat Kabupaten Siak guna
pencapaian tujuan organisasi atau lembaga Inspektorat.
Dengan demikian peningkatan kualitas SDM Inspektorat
Kabupaten Siak merupakan kebutuhan nyata agar tercapai
pengawasan yang optimal dan hasilnya dapat dipergunakan oleh
berbagai pihak untuk perbaikan-perbaikan dalam rangka

pencapaian tujuan. Di samping itu, indikasi penyimpangan dapat
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terdeteksi sedini mungkin. Sehingga dapat dikatakan bahwa
peningkatan sumber daya pengawasan yang professional sehingga

tercapai pemerintahan yang baik. Peningkatan sumber daya
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Riau, atau juga

Pengawas keuangan dan pembangunan BPKP, dan Badan

Pemeriksa Keuangan BPK.,

b. Memperbaiki komposisi SDM pegawai yang selama ini
kurang meratanya spesifikasi keilmuan melalui cara

mengajukan permohonan perekrutan pegawai kepada Bupati

13 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Faly Wurendarasto MSi, Inspektur Inspektorat
Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018.
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Siak, yang berlatar belakang pendidikan sarjana terutama

jurusan akuntansi, ilmu hukum, dan teknik sipil maupun

Ahli Madya Komputer D3.,

atihan secara terus

pengawasan yang dilakukan ini diharapkan bisa mengontrol
kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang
ada di Inspektorat Kabupaten Siak, agar terhindar dari
perbuatan yang melanggar hukum, menyalahgunakan

wewenang, dan perbuatan yang diluar batas serta ketentuan
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yang ada. Karena pada dasarnya Inspektorat merupakan sang

pengawas, bukan mata rantai korupsi.

Agar produk layanan Inspektorat yang dihasilkan, dalam hal ini

masyarakat. Dalam jangka panjang, wacana good and clean
governances tidak bisa tidak, harus melibatkan semua unsur dan
stakeholder yang ada di daerah sebab keberhasilannya tidak hanya
ditentukan oleh bagaimana implementasi kebijakan pemerintah

daerah dalam membangun dan mensejahterkan masyarakat tapi

14 |bid,. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Faly Wurandarasto, Msi.
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juga bagaimana pelaksanaan kebijakan itu, diawasi dan

dikendalikan dalam kerangka good and clean governances.

4. Membangun Kepercayaan Masyarakat

, bagaimana

bah persepsi

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pemerintah daerah,
inspektorat juga diminta turut ambil bagian dalam melakukan
pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan publik atau

masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan pemerintahan
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daerah. Pelayanan mutu publik yang ada di Inspektorat Kabupaten

Siak harus semakin ditingkatkan dan diperhatikan dengan baik.'*

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan

audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan
melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik
tersebut.'®

Namun profesi auditor pada saat ini dituntut kepercayaan oleh

banyak kalangan dibalik maraknya kasus korupsi, manipulasi

15 Hasil Wawancara Kepada Bapak Muhammad Rizal, salah seorang Masyarakat yang ada di
Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak pada tanggal 9 Januari 2019
118 https://bulelengkab.go.id, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.
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pembukuaan, dan skandal korporasi lainnya sehingga hal itu

menimbulkan keresahan dan sikap keraguan pada masyarakat akan

kualitas audit yang dihasilkan auditor. Penilaian masyarakat

untuk mengatasi
ak  melakukan
Sialisasi ini berisi
dukan inspektorat,
Sosialisasi ini

rakat terhadap

sendiri. Karena permasalahan yang terjadi di masyarakat yang
tinggal di pedalaman daerah kabupaten Siak masih banyaknya
masyarakat yang belum mengenal apa inspektorat, apa fugsinya,

apa tujuannya, dan siapa sajakah orang yang ada di inspektorat,

17 Hasil wawancara kepada Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Siak, Pada Tanggal
5 Desember 2018.

118 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Faly Wurendarasto MSi, Inspektur Inspektorat
Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018.
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khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Siak. Jika ditelaah bagi

masyarakat yang belum mengetahui inspektorat daerah, bagaimana

meraka bisa mempercayai inspektorat jika masyarakat yang ada di

pelatihan kantor sendiri untuk menyamakan persepsi seluruh
SKPD, saling berkoordinasi, melakukan evaluasi berkala melalui

rapat-rapat, menjadi konsultan dan memberi pemahaman dalam

119

Hasil Wawancara Kepada bapak Bambang Saputra SH,.MH Kepala Desa Pinang Sebatang
Kabupaten Siak Pada tanggal 9 Januari 2019
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penyelesaian permasalahan SKPD, memberikan informasi melalui

sosialisasi tentang SPIP di setiap kegiatan pengawasan.*?

Kemudian hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk

120 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Faly Wurendarasto MSi, Inspektur Inspektorat
Kabugaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 5 Desember, Tahun 2018.
121 H
Ibid,.
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BAB IV

PENUTUP

berikut : Kedudukan Inspektorat yang masih berada dibawah kepala daerah,
adanya keterbatasan anggaran dan keterbatasan kendaraan operasional, dan

Terbatasnya Sumber Daya Manusia/Auditor.

. Upaya dalam mengatasi hambatan yang yang dilakukan oleh Inspektorat

Daerah Kabupaten Siak diharapkan bisa meminimalisir terhadap kendala-

kendala yang ada dan mengoptimalkan Kkinerja inspektorat Daerah
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kabupaten Siak. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

Mengajukan restrukturisasi, Meminimalisir Anggaran Keuangan yang

diterima dan meningkatkan jumlah kendaraan operasional, Meningkatkan

audit kinerja dan keuangan. Disamping itu juga tetap dibarengi dengan
pelatihan, pembinaan disiplin kerja serta peningkatan pemahaman dan
pengetahuan aparatur Inspektorat daerah melalui sosialisasi peraturan bagi

para aparatur di lingkungan Pemerintah inspektorat daerah Kabupaten Siak

. Penambahan anggaran dan sarana prasarana seperti sarana untuk mobilitas

para aparatur pemeriksa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan,
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sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat secara menyeluruh

dengan waktu yang singkat. Karena pengawasan merupakan salah salah satu

faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka
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